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ABSTRAK

Pembangunan Berkelanjutan di samping memiliki dampak positif untuk mencapai
kesejahteraan rakyat juga memiliki dampak negatif berupa berkembangnya
berbagai jenis kejahatan menjadi kejahatan dengan tujuan mencapai keuntungan
ekonomis salah satunya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemberantasan
Tindak Pidana pencucian uang memiliki dua kategori, pertama, melakukan
penghukuman terhadap pelaku kejahatan dan kedua, melakukan perampasan aset
dalam rangka asset recovery. Penelitian dilakukan dengan mengkaji fenomena
pemberantasan TPPU terkait dengan fenomena pengaturan perampasan aset dalam
rangka asset recovery sebagai langkah yang dinilai paling efektif untuk melakukan
pemberantasan TPPU di Indonesia, terkhusus pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan juga melakukan
perbandingan skema perampasan aset di Filipina dan Belanda.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang
meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menemukan pengaturan
perampasan aset dalam TPPU di Indonesia dengan menggunakan pendekatan
Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan
(comparative approach). Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode
deskriptif-analitis. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah
meliputi sistem hukum dan perbandingan hukum.

Hasil kajian berdasarkan analisis menyimpulkan Pertama, pengaturan
perampasan aset dalam rangka asset recovery dalam TPPU di Indonesia tidak
secara lengkap memenuhi The Eight Principles of Legality Lon L. Fuller. Kedua,
perlu perbaikan dan penambahan pengaturan norma yang ideal dalam mengatur
asset recovery dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam mekanisme civil
forfeiture, pertama perlu adanya pendefinisian terkait mekanisme civil forfeiture
seperti apa yang akan digunakan di Indonesia. Kedua, pengaturan kapan dapat
dilakukan mekanisme peramasan secara criminal forfeiture dan kapan dapat
dilakukan perampasan dengan mekanisme civil forfeiture. Ketiga, Penambahan
jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara civil forfeiture dalam pasal 67
UU TPPU. Keempat, perluasan terhadap subjek penerapan mekanisme civil
forfeiture tidak hanya dilakukan peda pelaku DPO. Kelima, pengaturan terhadap
waktu yang dapat dilakukan perampasan aset secara civil forfeuture. Keenam,
pengaturan baru terkait dengan aturan keberatan atas permohonan perampasan aset
sebelum adanya putusan perampasan. Ketujuh, penambahan norma terkait dengan
tahapan kejaksaan dalam melakukan pengajuan permohonan perampasan aset.
Kedelapan, penambahan norma terkait dengan proses pemeriksaan di pengadilan
terhadap proses perampasan aset secara civil forfeiture. Kesembilan,
Penyempurnaan norma terkait jangka waktu perampasan aset sebagai pembatasan
dalam melakukan perampasan aset.

Kata kunci: Pencucian Uang, Perampasan Aset, Asset Recovery.



ABSTRACT

Sustainable development, besides having a positive impact on achieving people's
welfare, also has a negative impact in the form of the development of various types
of crimes with the aim of achieving economic benefits, one of which is Money
Laundering. Eradicating money laundering has two categories: first, giving
punishment against the perpetrator, and second, confiscating assets for asset
recovery. This study was conducted by examining the phenomena of eradicating
Money Laundering related to the phenomena of confiscating assets for asset
recovery as a step considered the most effective to eradicate Money Laundering In
Indonesia, especially in Act Number 8 of 2010 concerning the Prevention and
Eradication of Money Laundering and comparing asset confiscation schemes in
Philippine and Netherland.

This study was a juridical normative study. It used library materials and a
secondary database to find the regulations of asset confiscation in Money
Laundering in Indonesia using the statute approach and comparative approach.
The data obtained were analyzed using the descriptive-analytical method. The
theoretical framework used to analyze problems included the legal system and
comparative law.

The results of the study, according to analysis, concluded that first, the
regulations of asset confiscation for asset recovery in money laundering in
Indonesia do not fully comply with The Eight Principles of Legality Lon L. Fuller
because the problems lie in the fourth regulation. Secondly, it is necessary to
enhance and establish ideal norms for regulating asset recovery under Act Number
8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering.
Particularly, improvements are needed in the civil forfeiture mechanism. First,
there is a need to define the specific civil forfeiture mechanisms to be employed in
Indonesia. Second, regulations should clarify when criminal forfeiture mechanisms
versus civil forfeiture mechanisms are applicable. Third, there should be an
expansion of the types of assets that can be subject to seizure through civil
forfeiture, as outlined in Article 67 of the Anti-Money Laundering Law. Fourth, the
scope of application for civil forfeiture should extend beyond just perpetrators who
are subjects of a DPO. Fifth, clear guidelines are needed regarding the timeframe
within which asset forfeiture through civil means can be initiated. Sixth, new
procedures are required concerning objections to asset forfeiture applications
prior to the forfeiture decision. Seventh, norms should be added that outline the
stages which the prosecutor's office must follow when filing for asset forfeiture.
Eighth, additional norms should address the court's examination process during
civil asset forfeiture proceedings. Ninth, it is essential to refine norms that govern
the period for which asset forfeiture proceedings may be initiated as a limitation.

Keywords: Money Laundering, Asset Confiscation, Asset Recovery
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun
1945) menetapkan tujuan dan cita mencapai kesejahteraan rakyat.® Tujuan dan
cita tersebut hanya dapat diwujudkan dengan memajukan perekonomian nasional.
Memajukan perekonomian nasional diawali dengan pembangunan berkelanjutan
yang sekarang ini juga tengah dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan ini
selain memiliki dampak positif, namun tidak lepas juga memberikan dampak
negatif dalam bentuk berkembangnya berbagai jenis kejahatan seiring dengan
perkembangan ekonominya.? Perkembangan tersebut berbentuk evolusi tujuan
kejahatan yang dahulu kejahatan banyak dilakukan dengan tujuan untuk bertahan
hidup berkembang menjadi kejahatan yang bertujuan untuk mencapai keuntungan
ekonomis,® memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, serta
melipatgandakan aset dan keuangan finansial lainnya atau dikenal dengan nama
kejahatan ekonomi.*

Tindak pidana ekonomi ini berbentuk penggelapan, korupsi, pencucian uang
atau bentuk kejahatan ekonomi lainnya. Penegakan hukum tindak pidana tersebut

tidak hanya mengandalkan kerjasama penegak hukum dalam negeri saja, namun

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2 Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Ekonomi Analysis of
Law,” Jurnal Lex Renaissan, Vol. 6:1 (Juli, 2021), him.2.

% Mangai Natarajan, International Crime and Justice, (New York:Cambridge University Press,
2011), him.171.

* Frans Jomar Karinda dkk, “Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna
Mengoptimalisasikan Kerugian Keuangan Negara,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar I Vol. 9:6

(September, 2022), him.2.



meluas dalam lingkup Internasional. Pemberantasan tindak pidana ini tidak hanya
dalam bentuk memberikan hukuman atas tindakannya tetapi juga yang paling
efektif yaitu dengan melakukan mekanisme pemulihan aset (Asset Recovery) yang
bertujuan untuk memotong aliran kejahatan terutama pada Tindak Pidana
Pencucian Uang.®

Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma bahwa hasil kejahatan (proceeds
of crime) merupakan “life blood of the crime”, yang berarti bahwa hasil kejahatan
merupakan darah yang mengalir dan menghidupi tindak kejahatan itu sendiri
sekaligus menjadi titik lemah dari mata rantai kejahatan.® Oleh karena itu, dalam
pemberantasan tindak pidana ekonomi yang menghasilkan keuntungan ekonomis
yang paling efektif selain menghukum pelaku dan menjatuhkan sanksi yaitu upaya
memotong mata rantai kejahatan melalui perampasan aset dengan mekanisme
pengembalian aset (Asset Recovery).’

Asset recovery merupakan proses pemulihan aset yang terdiri dari berbagai
tahapan yaitu pelacakan atau penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan,
dan pengelolaan aset diperoleh dari hasil kejahatan maupun aset yang
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Aset yang dirampas dalam rangka
asset recovery ini biasanya berasal dari kejahatan seperti korupsi, penipuan, atau

perdagangan narkoba yang kemudian dilakukan proses pencucian uang.®

5 Gretta Fenner Zinkernagel, dkk, “An Overview of the Asset Recovery Process”, Jurnal
International Centre For Asset Recovery, No.17 (2014), him.8.

6 Roberts Kennedy, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti
Pencucian Uang, (Depok: Rajawali Press, 2019), him. 93-94.

7 Refki Saputra, “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-
Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia,” Jurnal Integritas,
Vol. 3, No. 1, (2017), him. 120-121.

8 Irwan Hafid, “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Ekonomi Analysis of
Law,” Jurnal Lex Renaissan, Vol. 6:1 (Juli, 2021), him.2.



Kejahatan tersebut tidaklah sederhana namun sangatlah kompleks sebab sering
kali dilanjutkan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai follow up the
crime.® Oleh karena itu, pencucian uang (Money Laundering) menjadi salah satu
bentuk tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomis.°

Tindak pidana pencucian uang (Money laundering) sederhananya
didefinisikan sebagai serangkaian perbuatan (actus reus) yang dilakukan atas
proceed of crime dengan tujuan agar tersembunyikan atau tersamarkannya
proceed of crime tersebut.!! Dengan demikian, Tindak Pidana Pencucian Uang
(dalam hal terjadinya delik tersebut secara faktual) tersebut tidak berdiri sendiri.'?
Tindak Pidana Pencucian Uang ada karena adanya tindak pidana asal (predicate
offences) sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang®®
yang menghasilkan harta kekayaan (proceed of crime) wang selanjutnya
disembunyikan atau disamarkan.*

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada saat ini dilakukan dengan
aktivitas represif (menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana,

terutama “pidana badan” baik pidana penjara maupun pidana kurungan) untuk

® Nurcholis dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan
Investasi Aset Kripto”, Jurnal Anti Korupsi, Vol.11 No.2 (2022), hlm. 22.

10 Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Yogyakarta: Graha llmu, 20 2010)),
him. 22.

11 Article 3 Paragraph (5) pada United Nations Concention Against Illicit Traffic In Narcotic
Drugs and Psychotropic Substance.

12 Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan
dampaknya Bagi Masyarakat” Jurnal Hukum Bisnis Vol.22:3 (Januari, 2003), hlm.5.

13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang .

14 Mahkamah Agung, Naskah Akademik: Money Laundering (Jakarta:MA RI, 2006), him. 56-
57.



menimbulkan efek jera ketimbang orientasi kepada potensi pengembalian aset
hasil kejahatan untuk dijadikan bagian penting di dalam sistem hukum pidana di
Indonesia.’® Dalam konteks pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian
uang, hal tersebut terbukti belum efektif dalam mengatasi permasalahan tindak
pidana pencucian uang.® Padahal, seharusnya Pemulihan Aset (Asset
Recovery)juga difokuskan sebagai bentuk upaya untuk memberantas tindak
pidana pencucian uang, karena pemulihan aset juga sebenarnya berakar dari
prinsip tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku (crime should not pay)
atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang ia
lakukan.*’

Pemulihan Aset (Asset Recovery) yang seharusnya menjadi sentral penegakan
hukum dalam melakukan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
nyatanya dalam pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan terutama
dalam permasalahan norma yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Misalnya, dalam konteks civil forfeiture/in rem asset forfeiture. Berdasarkan
ketentuan Pasal 67 UU TPPU jo PERMA 1 Tahun 2013, objek aset yang dapat
dirampas hanyalah aset-aset yang terdapat dalam akun pengguna jasa di Penyedia

Jasa Keuangan. Terhadap aset-aset selain daripada itu, misalnya aset yang berupa

15 Jasmine Kartika, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Perampasan Harta Milik
Nasabah Menjadi Harta Milik Negara (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096
K/Pid. Sus/2018). Disertasi IAIN Purwokerto, 2020, him. 5.

18 1bid, hIm.95.

17 Anindhita Pricillia Torig, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemulihan Aset (Asset
Recovery)Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus
Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg). Disertasi Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 2021, him. 20.



barang bergerak atau tidak bergerak lainnya, tidak dapat menjadi objek
perampasan. Hal tersebut tentu dapat menjadi celah dalam penerapan ketentuan
tersebut kedepannya, yang mana ketika terdapat terduga pelaku TPPU yang
berstatus DPO, asetnya dapat saja dialihkan atau dibelanjakan menjadi aset-aset
bergerak atau tidak bergerak lainnya, agar aset tersebut tidak tertampung dalam
rekening/akun (termasuk isinya) yang telah disita.

Permasalahan tersebut merupakan segelintir cerminan yang memperlihatkan
buruknya upaya Asset Recovery yang dilakukan dalam tindak pidana pencucian
uang. Permasalahan terkait sasaran siapa yang seharusnya menjadi subjek
pengembalian aset, seberapa cepat proses asset recovery sehingga dapat efektif
merampas keseluruhan harta hasil kejahatan, serta permasalahan aset yang tidak
dapat dikembalikan karena proses persidangan yang dihentikan. Hal tersebut
menunjukkan adanya ketidakselarasan atau adanya gap antara pengaturan norma
dengan semangat untuk melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana secara
optimal.8

Perampasan aset hasil tindak pidana sebagai bentuk asset recovery
merupakan kepentingan yang harus benar-benar menjadi fokus utama untuk
memenuhi dan mencapai tujuan sebagai langkah memberantas tindak pidana

pencucian uang.’® Hal ini juga dikuatkan oleh berbagai kajian yang telah

18 Roberts Kennedy, Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti
Pencucian Uang, (Depok: Rajawali Press, 2019), him. 95.

1% Tania Irwan, “Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana
Penipuan dan Pencucian Uang dalam Kasus First Travel”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5
No.4 (2021), hIm.699.



dilakukan ke beberapa negara tentang asset recovery dalam tindak pidana
pencucian uang, khususnya negara yang memiliki sistem hukum yang sama.

Filipina, berdasarkan 2" World Conference on Investigation on Crime, ICC
di Durban yang disampaikan oleh Ben Clarke dengan tema kegiatan Confiscation
of Proceeds of Crime: Australian Response pada tahun 20012°, merupakan negara
yang baru menerapkan civil forfeiture dalam mengejar aset hasil tindak pidana
(Asset Recovery) dalam memerangi korupsi dan pencucian uang. Walaupun
konsep tersebut merupakan hal baru, namun diterima dengan sangat baik dan
dianggap sebagai instrumen hukum yang sangat penting, Filipina telah melakukan
upaya yang signifikan dalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana,
terutama dalam konteks pemberantasan pencucian uang (TPPU) dan
pengungkapan tindak pidana serius lainnya dengan mengesahkan Undang-undang
Filipina yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu "The
Anti-Money Laundering Act of 2001" (Republic Act No. 9160) yang telah
mengalami amandemen."?*

Belanda, memiliki kerangka kerja hukum dan lembaga yang mendukung
upaya pemulihan aset (Asset Recovery) yang berasal dari tindak pidana pencucian
uang. Dalam Upaya pemulihan aset ini ternyata belanda telah menerapkan metode
in rem asset atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Dasar hukum dari
perampasan aset di Belanda tercantum dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP),

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Undang-

20 Ben Clarke, Confiscation of Proceeds of Crime Australian Response disampaikan dalam 2
World Conference on Investigation on Crime ICC. Durban, 3-7 Desember 2001, him. 2

21 Jeffrey Simser, "The Significance of Money Laundering: The Example of the Philip 93)”
Journal of Money Laundering, (2006), him.297.



Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme(Pencegahan)) dan
berpedoman pada Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS) atau
dikenal dengan Pengalihan Undang-Undang Penegakan Putusan Pidana, Verdrag
inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van
opbrengsten van misdrijven dikenal dengan (Konvensi tentang Pencucian Uang,
Penggeledahan, Penyitaan, dan Perampasan Hasil Kejahatan) serta pedoman
beracara pada Wetboek van Strafvordering atau KUHAP Belanda yang mengatur
tentang pengambilan dan penggeledahan atas aset yang diduga berasal dari
kejahatan atau pencucian uang.?

Indonesia, Filipina, dan Belanda adalah negara yang sama-sama menganut
sistem hukum civil law, yaitu negara yang sama-sama menghendaki adanya
kepentingan yang sama dalam pemulihan aset yang optimal dalam pemberantasan
tindak pidana pencucian uang, namun pelaksanaannya terdapat perbedaan. Maka
dari itu, jika berkaca untuk melakukan perbandingan dengan Filipina dan Belanda
untuk menyusun konsep ideal dalam pengaturan perampasan aset di Indonesia,
penyusun tertarik untuk meneliti tentang “Perampasan Aset Dalam Rangka Asset
Recovery atas Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang)”.

22 \Wet op de Strafbaarstelling van witwassen en de Implementatie van de derde anti-
witwasrichtlijn Pasal 552b.



B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana pengaturan perampasan aset dalam rangka asset recovery pada
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana ketentuan normatif perampasan aset dalam rangka asset recovery
yang ideal pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
C. TUJUAN
1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan penerapan norma
perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam
mengakomodir pengaturan perampasan aset dalam rangka Asset Recovery.
2. Untuk menjelaskan kemungkinan perbaikan sistem Pemulihan Aset (Asset
Recovery) atas tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang disertai juga perbandingan sistem perampasan aset yang
dimiliki oleh oleh Filipina dan Belanda dalam melakukan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
D. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai sebagai
metode pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih berkaitan dengan kajian
hukum mengenai perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (Asset

Recovery)dalam tindak pidana pencucian uang.



2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual bagi pengembangan

dalam bidang Ilmu Hukum khususnya dalam hukum Pidana untuk mengatasi
permasalahan perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (Asset

Recovery)atas TPPU di Indonesia.

E. TELAAH PUSTAKA
Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema
Perampasan Aset Dalam Rangka Asset Recovery atas Tindak Pidana Pencucian
Uang (Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), ditemukan beberapa karya hasil
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang
secara spesifik sama membahas dengan tema yang sama.

Beberapa karya tersebut yang pertama yaitu pertama, Skripsi Khoirul Ari
Wafa dengan judul “Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana
Korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Dalam penelitian tersebut
mengkomparasikan bagaimana kedua regulasi tersebut mengakomodasi adanya
mekanisme asset recovery dan hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPPU
lebih memberikan ruang yang luas untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana

lanjutan serta mengembalikan kerugian negara dengan mekanisme yang lebih
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cepat dibandingkan UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan yang hendak Penulis
angkat adalah bagaimana kondisi pengaturan mekanisme perampasan aset sebagai
upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam mekanisme Pemulihan
Aset (Asset Recovery) di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta
bagaimana upaya perbaikan mekanisme skema Perampasan Aset dalam rangka
Asset Recovery di Indonesia dengan melihat peraturannya di berbagai negara lain.

Kedua, Tesis karya Oki Qudratullah dengan judul “Pengembalian Aset Hasil
Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Forfeiture)
dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (31/1999 Jo.
20/2001). Dalam penelitian penulis mengkaji mengenai adanya aturan
pengembalian aset tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan, namun nyatanya
belum berjalan. Hal tersebut disebabkan karena pada kenyataannya adanya
perampasan aset dilakukan hanya jika pelaku kejahatan telah dinyatakan oleh
pengadilan bersalah melakukan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan tidak
didukungnya prosedur hukum acara yang komprehensif menjadi penyebab utama
pengaturan perampasan aset dalam UU Tindak Pidana Korupsi secara perdata
tidak berfungsi. Sedangkan penelitian yang hendak penyusun teliti yaitu
pengaturan skema perampasan aset sebagai bagian dari pengembalian aset dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dalam mengakomodir asset recovery tidak hanya
fokus pada tindak pidana yang berasal dari korupsi saja namun lebih

memfokuskan kepada Tindak Pidana Pencucian uang sebagai tindak pidana
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lanjutannya untuk lebih melihat bagaimana pengaturan Asset Recovery di
Indonesia dan bagaimana konsep perbaikan mekanisme perampasan aset dalam
rangka Asset Recovery atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan
melihat bagaimana pengaturannya di negara lain.

Ketiga, Jurnal Marfuatul Latifah dengan judul “Urgensi Pembentukan
Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (The
Urgency of Assets Recovery Act In Indonesia). Penelitian tersebut peneliti
menjelaskan bahwa dalam tindak pidana dengan motif ekonomi di Indonesia
terutama korupsi, pencucian uang, dan pengedaran gelap narkotika terdapat
kendala dalam upaya penyelesaiannya. Seringkali dalam upaya perampasan aset
hasil tindak pidana yang tidak berjalan dengan efektif yang berkaca pada
pengembalian aset dalam undang-undang pencucian uang. Penulis menyatakan
bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi UNCAC harusnya segera
mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Sedangkan
dibandingkan dengan penelitian yang hendak penyusun lakukan yaitu melakukan
kajian komparatif terhadap adanya kondisi pengembalian kerugian negara hasil
kejahatan yang memfokuskan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagali
tindak pidana lanjutan dari berbagal macam tindak pidana asal yang menghasilkan
harta hasil kejahatan dengan memberikan usulan perbaikan norma dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.
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F. KERANGKA TEORITIK

Moralitas Terdalam “Inner Morality of Law”

Moralitas merupakan kualitas moral yang melekat pada sebuah sistem hukum,
bukan hanya sebatas aspek tambahan dalam suatu hukum, tetapi moralitas
merupakan pondasi yang mendasari hukum itu sendiri. Lon L. Fuller merupakan
seoranFg Filsuf hukum yang membahas moralitas dalam bukunya “The Morality
Of Law”? yang menyatakan bahwa dalam suatu hukum terikat pada asas-asas
moral tertentu, yang diberi istilah “inner morality”. Inner morality hukum,
merupakan asas-asas moral yang diturunkan dari ide bahwa hukum itu merupakan
suatu instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia yang
berkedudukan  sebagai agen yang memiliki  kemampuan  untuk
mempertimbangkan dan memilih.?*

Fungsi moral terhadap hukum meliputi sumber nilai pembentukan hukum
positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substansi
kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus
hukum yang tidak jelas aturan hukumnya terhadap moral yang terdiri dari fungsi
mentransformasikan kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum
yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi, memperkuat dasar nilai-nilai,

prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam

2 Colleen Murphy, “Lon Fuller and The Moral Value of the Rule of Law”, Jurnal Law and
Philosophy Vol.24 (2005), him.1.

24 Colleen Murphy, “Lon Fuller and The Moral Value of the Rule of Law”, Jurnal Law and
Philosophy Vol.24 (2005), him.3.
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masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kaidah-

kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.?®
Lon Fuller menyampaikan bahwa keterkaitan antara hukum positif dan

moralitas berakar pada sifat hukum itu sendiri.?® Menurutnya kemungkinan fakta
jika suatu hukum yang tidak adil secara moral hukum positif itu juga tidak wajib
dipatuhi. Lon Fuller mengajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum.?’
Apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum
sehingga delapan standar yang ditetapkan harus diukur sesuai dengan standar
berikut:

a. Laws must be sufficienty general, atau dikatakan bahwa sebuah undang-
undang harus bersifat umum dalam penerapannya sehingga dapat diterapkan
pada berbagai hal kasus berdasarkan pola dan prinsip umum tersebut;

b. Laws must also be widely promulgated and made available to the public or
concerned, sebuah peraturan harus diumumkan dan tersedia mudah diakses
bagi masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan agar mereka dapat
menaati sehingga dapat memastikan bahwa warga negara mengetahui apa
yang diwajibkan oleh peraturan yang ada;

c. There must not be an abuse of retrospective legislation, menjelaskan bahwa

peraturan dibuat tidak dapat disalahgunakan karena tidak dapat berlaku surut,

% David, Dyzenhaus, Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality (2nd ed.,
Oxford University Press) (2010).

% Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum (Dari Klasik ke Postmodernisme), (Yogyakarta:Penerbit
Universitas Atma Jaya, 2011), him.282 lihat juga Ach Tahir, Reintegrasi Sosial Narapidana dalam
Sistem Permasyarakatan yang berkeadilan, Disertasi Universitas Islam Indonesia, 2023, him 35.

27 Cahya Wulandari, “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum”, Jurnal Hukum Progresif,
Vol. 8:1, (April 2020), him. 4
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karena akan tidak adil jika suatu undang-undang menuntut kepatuhan dimasa
lampau sehingga undang-undang hanya dapat dijadikan pedoman dan
dimengerti oleh masing-masing orang sebagai depoman berperilaku di masa
yang akan datang atau tidak boleh berlaku surut;

. Laws must be clear and understandable, peraturan dibuat harus jelas
dan dapat dipahami, perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat
(jelas dan rinci) untuk mengidentifikasi apa yang dilarang, diizinkan, atau
diwajibkan oleh peraturan sehingga tidak menimbulkan ambiguitas;

. There should not be any enactment of contradictory laws, undang-undang
tidak boleh saling bertentangan (kehamonisan) karena tidak mungkin untuk
menentukan hukum mana yang harus diikuti dan mana yang harus ditegakan.
Laws must demand what are within the powers of those affected,
hukum harus menuntut apa yang menjadi kewenangan mereka yang terkena
dampak, tidak boleh menuntut hal yang mustahil sehingga peraturan yang
dibentuk dapat dijalankan;

. Laws must be stable and not frequently changing, hukum harus stabil
dan tidak sering berubah sehingga memungkinkan pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menyesuaikan diri tindakan sesuai dengan hukum
secara tepat waktu dan efektif;

. There should be a nexus between the laws and the code or principles

they seek to enforce, harus ada hubungan atau kesesuaian antara undang-
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undang dengan tindakan pejabat hukum (kode etik). Tegasnya hukum tidak

hanya ditujukan yang diluar pejabat namun juga pada pejabat itu sendiri.?®

Moralitas pemberi hukum dengan demikian mempunyai komitmen untuk
menjaga sistem hukum dalam keadaan praktis dan bentuknya yang terpadu, yaitu
legalitas, guna memberikan pedoman hukum yang dengannya subjek hukum
mengkoordinasikan tindakannya dan mengikuti aturan hukum. Dalam penulisan
skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, maka konsep kedelapan
yaitu harus ada hubungan atau kesesuaian antara undang-undang dengan tindakan
pejabat hukum (kode etik) tidak dipergunakan dalam skripsi ini dikarenakan tidak
sesuai dengan metode penelitian penyusun. Namun dengan tidak digunakannnya
prinsip tersebut tidak menimbulkan dampak yang mengurangi kesempurnaan atas
pisau analisis yang dipergunakan oleh penulis. Oleh karena itu, sesuatu harus
memenuhi syarat sebagai undang-undang yang mampu menjadi pedoman tingkah
laku manusia dan lembaga yang berfungsi sebagai sistem hukum; itu harus
memenuhi persyaratan legalitas Fuller. Pemenuhan asas tersebut merupakan
syarat adanya hukum dan sistem hukum yang mengikat pejabat hukum dan subjek
hukum.?®

G. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan
sebab suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta kebenaran

secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologis bermakna sesuai

28 Eashan Nakra, “Socio-Legal Significance of Lon Fuller’s Theory of ‘Inner Morality of Law’”.
Jurnal International Journal of Law Management Humanities, Vol. 5 :1, 2022, him. 1458.

29 Hermin lbrahim Qodir dan Najmadeen Ahmed Muhammad, “Lgal Morality in Fullerin
Jurisprudence”, Jurnal Universitas Raparin Irak, Vol. 8:3, (September, 2021), him. 168.
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dengan metode atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan

berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar mempermudah menyusun

dalam Menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan berbagai hal yang

terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah
penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian
hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan®® sebagai sumber data
penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma
yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-
undangan, dan doktrin (pendapat para sarjana).3! Penelitian Yuridis-Normatif
juga mencakup terkait dengan perbandingan hukum.®2

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini dikaji secara deskriptif-analitik dimana kami memberi
gambaran kejadian aktual serta berupa langkah yang ditempuh untuk
menangani  pelaksanaan asset recovery. penjabaran tersebut akan
mencangkup berbagai variabel hukum yang dibahas dalam pelaksanaan asset
recovery atas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, Belanda, dan

Filipina.

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Depok:Rajawali Pers, 2022), him. 12.

31 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hIm. 56.

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Depok:Rajawali Pers, 2022), him. 22.
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3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan penulis,

maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini

yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan
dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-
undangan menggunakan legislasi dan regulasi dengan mempelajari
konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan peraturan
lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar.>?
Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan
membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang
dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan
pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di
antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu
antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan

undang-undang itu.3*

33 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022),

him.133.

3 Muhammad Mulyadi., “Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian,” Jurnal Studi
Komunikasi dan Media, Vol. 16:1, 2012, him.8
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4. Sumber Bahan Hukum
Dalam penulisan penelitian ini, adapun sumber bahan-bahan hukum yang
digunakan penulis yaitu:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan
mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan, selain itu terdapat
pula catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
Bahan hukum primer ini juga bersifat otoritatif yang berarti memiliki
otoritas. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada
lembaga dan masyarakat yang didalamnya terdapat peraturan untuk
memerintah orang lain dan harus dijalankan oleh lembaga maupun
masyarakat tersebut, atau biasa dikenal dengan wewenang.
1) Dalam penelitian ini, adapun peraturan perundang-undangan
Indonesia yang digunakan yaitu:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
¢) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana;
d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana;
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e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic
Drugs And Psychotropic Substances,1988;

f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime, 2000;

g) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nations Convention Against Corruption,2003;

h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain;

i) Peraturan Kejaksaan Rl Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-
027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

2) Undang-undang negara Filipina tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang The Anti-Money Laundering Act of 2001 (Republic Act No.
9160 ) serta bentuk perubahannya;

3) Peraturan perundang-undangan Belanda yang berkaitan dengan
Tindak Pidana Pencucian Uang:

a) Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda yang terakhir diubah

16 Januari 2023) ;
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b) Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van
Terrorisme (Undang-Undang Pencucian Uang dan Pembiayaan
Terorisme yang beraku mulai 11 Januari 2022);

c) Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (Pengalihan
Undang-Undang Penegakan Putusan Pidana yang berlaku mulai
1 Januari 2023);

d) Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming
en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven (Konvensi
tentang Pencucian Uang, Penggeledahan, Penyitaan, dan
Perampasan Hasil Kejahatan yang berlaku mulai 1 September
1993);

e) Wetboek van Strafvordering (Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana Belanda yang diubah 22 Agustus 2022).

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku yang didalamnya
terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan
para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi yang mana dapat dikutip
dalam pembuatan karya tulis ilmiah, buku teks yang dimaksud tersebut
bisa juga menggunakan skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal.
Bahan sekunder juga merupakan bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-

hasil penelitian, dokumen-dokumen resmi atau pendapat para pakar.*

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Depok:Rajawali Pers, 2022), him. 13.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Bahan hukum tersier ini biasanya bisa didapatkan dari kamus,
ensiklopedia, website resmi, dan referensi lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data primer berupa peraturan perundang-undangan tentang

pengembalian aset hasil tindak pidana pencucian uang juga dari berbagai

tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip.

Pencarian data primer akan dilakukan 2 (dua) cara, yaitu :

a. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya
tidak diterbitkan, dan dapat ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

b. Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, berupa peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-
berita dalam surat kabar atau majalah, ensiklopedia, dan kamus.

6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan

cara melakukan pengumpulan beberapa data terkait topik permasalahan yang

dibahas, baik dari jurnal-jurnal, hasil penelitian hukum maupun peraturan

perundang-undangan yang terkait, serta dokumen hasil wawancara. Data

yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.
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Metode ini digunakan untuk menganalisis kondisi pengaturan
perampasan aset dalam rangka Pemulihan Aset (Asset Recovery)atas harta
hasil kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta
menganalisis pengaturan skema perampasan aset dalam rangka asset recovery
di negara Filipina dan Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan usulan
perbaikan normatif sebagai konsep ideal dalam perampasan aset dalam
rangka asset recovery pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan
Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, yang terbagi atas lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya
merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab
terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka
susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I, memuat pendahuluan yang meliputi beberapa sub bab diantaranya ;
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
telaah pustaka yang memuat penelitian sebelumnya yang relevan dengan
penelitian ini kemudian dibandingkan untuk mengetahui pembaharuan dari
penelitian yang akan dilakukan ini, kerangka teoritik yang memuat beberapa teori
yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis, metode

penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian,
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sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis
bahan hukum, serta sistematika pembahasan di akhir bab.

BAB I, berisi gambaran umum mengenai tinjauan umum tindak pidana
pencucian uang yang membahas tentang sejarah tindak pidana pencucian uang,
pengertian tindak pidana pencucian uang. Bahasan ini terdiri dari konvensi-
konvensi yang mendukung, pengaturan perampasan aset dalam rangka asset
recovery-nya pada tindak pidana pencucian uang dalam pengaturan tersebut.

BAB I11, membahas tentang pengembalian kerugian negara (asset recovery)
Indonesia, Filipina, dan Belanda. Bahasan ini terdiri dari Pengaturan
pengembalian kerugian negara (asset recovery) yang tertuang dalam Undang-
Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, gambaran umum negara Filipina dan Belanda, regulasi,
pengaturan perampasan aset dalam rangka asset recovery-nya pada tindak pidana
pencucian uang.

BAB 1V, berisi analisis tentang pengaturan perampasan aset dalam rangka
asset recovery pada tindak pidana pencucian uang dalam Undang No.8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
serta Analisis persamaan dan perbedaan skema pengaturan perampasan asset
recovery di negara Filipina dan Belanda yang selanjutnya akan menghasilkan
konsep usulan perbaikan normatif sebagai konsep ideal dalam perampasan aset
dalam rangka asset recovery pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

BAB V, dalam penelitian ini membahas tentang penutup yang terdiri dari

kesimpulan dan saran-saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pengaturan Perampasan Aset dalam rangka Asset Recovery pada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia secara normatif memang telah
mengatur jenis perampasan criminal forfeiture dan civil forfeiture. Civil
forfeiture sebagai mekanisme yang dikedepankan nyatanya masing-masing
memiliki permasalahan hukum dan tidak secara lengkap memenuhi The Eight
Principles of Legality Lon L. Fuller karena permasalahannya terletak pada
syarat keempat yiatu peraturan yang seharusnya dibuat jelas dan rinci,
perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat (jelas dan rinci) nyatanya
tidak. Terdapat ketidak jelasan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dalam hal mengatur perampasan secara civil forfeiture. Sarat
lain yang tidak terpenuhi yaitu syarat keenam, peraturan menjadi suatu hal
yang dapat dijalankan dan dapat dilaksanakan. Sebagai satu kesauan syarat,
syarat keempat dan keenam menjadi saling berhubungan, karena tidak jelas

dan rinci maka dampaknya adalah

163
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mekanisme civil forfieture tersebut tidak dapat dijalankan. Dalam mekanisme
criminal forfeiture bahwa mekanisme tersebut dapat dijalankan, tetapi
hasilnya kurang memuaskan karena dianggap sebagai pidana tambahan,
sehingga selama pelaku belum terbukti bersalah dengan meyakinkan
perampasan aset tidak dapat dilaksanakan dan juga masih memerlukan waktu
yang lama. Sedangkan dalam mekanisme civil forfeiture pengaturannya
masih terbatas yaitu hanya terhadap pelaku yang tidak ditemukan
keberadaanya dan hanya terbatas terhadap aset keuangan yang telah
dilakukan pembekuan transaksi, sehingga belum dapat dijalankan.

Berdasarkan analisis sudut pandang The Eight Principles of Legality Lon L.
Fuller dapat ditarik mekanisme ideal yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terutama dalam mekanisme
civil forfeiture, pertama perlu adanya pendefinisian terkait mekanisme civil
forfeiture seperti apa yang akan digunakan di Indonesia. Kedua, pengaturan
kapan dapat dilakukan mekanisme peramasan secara criminal forfeiture dan
kapan dapat dilakukan perampasan dengan mekanisme civil forfeiture.
Ketiga, Penambahan jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara civil
forfeiture dalam pasal 67 UU TPPU. Keempat, perluasan terhadap subjek
penerapan mekanisme civil forfeiture tidak hanya dilakukan peda pelaku
DPO. Kelima, pengaturan terhadap waktu yang dapat dilakukan perampasan
aset secara civil forfeuture. Keenam, pengaturan baru terkait dengan aturan

keberatan atas permohonan perampasan aset sebelum adanya putusan
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perampasan. Ketujuh, penambahan norma terkait dengan tahapan kejaksaan
dalam melakukan pengajuan permohonan perampasan aset. Kedelapan,
penambahan norma terkait dengan proses pemeirksaan di pengadilan
terhadap proses perampasan aset secara civil forfeiture. Kesembilan,
Penyempurnaan norma terkait jangka waktu perampasan aset sebagai
pembatasan dalam melakukan perampasan aset.
B. Saran
Adapun saran yang dapat disampaikan melalui tulisan ini adalah sebagai berikut:
Kepada Pembentuk Undang-Undang perlu melakukan perbaikan dan penambahan
norma pada pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan
pengaturan asset recovery terutama pengaturan perampasan aset secara civil
forfeiture dengan mengatur kekurangan yang belum mengakomodir The Eight
Principles of Legality Lon L. Fuller yaitu pertama, perlu adanya pendefinisian
terkait mekanisme civil forfeiture seperti apa yang akan digunakan di Indonesia.
Kedua, pengaturan kapan dapat dilakukan mekanisme peramasan secara criminal
forfeiture dan kapan dapat dilakukan perampasan dengan mekanisme civil
forfeiture. Ketiga, Penambahan jenis aset yang dapat dilakukan perampasan secara
civil forfeiture dalam pasal 67 UU TPPU. Keempat, perluasan terhadap subjek
penerapan mekanisme civil forfeiture tidak hanya dilakukan peda pelaku DPO.
Kelima, pengaturan terhadap waktu yang dapat dilakukan perampasan aset secara
civil forfeuture. Keenam, pengaturan baru terkait dengan aturan keberatan atas

permohonan perampasan aset sebelum adanya putusan perampasan. Ketujuh,
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penambahan norma terkait dengan tahapan kejaksaan dalam melakukan
pengajuan permohonan perampasan aset. Kedelapan, penambahan norma terkait
dengan proses pemeirksaan di pengadilan terhadap proses perampasan aset secara
civil forfeiture. Kesembilan, Penyempurnaan norma terkait jangka waktu

perampasan aset sebagai pembatasan dalam melakukan perampasan aset.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations

Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

United Nation Convention Against Corruption 2003

United Nation Convention Against Transnational Organized Crime

United Nation Convention on Against lllicit Traffic in Narcotic Drug and

Psychotropic Substances 1988
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